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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran auditor dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah melalui
pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Kabupaten Nabire. Transparansi keuangan merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang akuntabel,
sementara auditor berperan penting sebagai pengawas sekaligus pembina dalam proses pengelolaan keuangan
publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Nabire.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi, kemudian dianalisis secara
tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor berperan signifikan dalam memastikan kepatuhan SKPD
terhadap regulasi, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta mendorong perbaikan pengelolaan keuangan.
Faktor internal seperti kompetensi, integritas, dan pengalaman auditor, serta faktor eksternal seperti dukungan
pimpinan dan kesiapan dokumen SKPD, memengaruhi efektivitas pemeriksaan. Pemeriksaan SPJ terbukti
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan SKPD, memperkuat akuntabilitas, dan membangun budaya
transparansi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan berkelanjutan,
penerapan sistem digital audit, serta penguatan koordinasi lintas lembaga untuk mewujudkan transparansi
keuangan daerah secara optimal.

Kata kunci: auditor, transparansi keuangan, SPJ fungsional, akuntabilitas publik, Nabire.

Abstract

This study aims to analyze the role of auditors in promoting regional financial transparency through the
examination of Functional Accountability Reports (SPJ) within Local Government Work Units (SKPD) in Nabire
Regency. Financial transparency is a key pillar of accountable governance, with auditors playing a crucial role
as both supervisors and facilitators in public financial management. This research employed a qualitative
approach with a case study at the Nabire Regency Inspectorate. Data were collected through in-depth interviews,
observations, and document analysis, and were examined using thematic analysis. The findings reveal that
auditors significantly contribute to ensuring SKPD compliance with regulations, detecting potential irregularities,
and encouraging improvements in financial management. Internal factors such as competence, integrity, and
experience, along with external factors such as leadership support and document readiness, influence audit
effectiveness. Functional SPJ examinations have been proven to enhance the quality of SKPD financial reporting,
strengthen accountability, and foster a culture of transparency. The study recommends continuous auditor
capacity building, the adoption of digital auditing systems, and strengthened inter-agency coordination to achieve
optimal regional financial transparency.

Keywords: auditor, financial transparency, functional accountability report, public accountability, Nabire.
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PENDAHULUAN

Transparansi keuangan daerah merupakan
salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance)
dan akuntabel. Transparansi yang rendah
berpotensi menimbulkan  praktik  korupsi,
penyalahgunaan anggaran, serta menurunnya
kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah
(Arifin & Nugroho, 2022). Pemerintah Indonesia
telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan daerah. Namun demikian, praktik di
lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat
berbagai tantangan dalam implementasinya.

Data dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) menunjukkan bahwa pada tahun 2023,
36% pemerintah daerah di Indonesia masih
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) karena lemahnya sistem
pengendalian internal dan ketidakpatuhan
terhadap regulasi (BPK RI, 2023). Di Provinsi
Papua, termasuk Kabupaten Nabire,
permasalahan utama yang ditemukan adalah
keterlambatan penyampaian laporan
pertanggungjawaban (SPJ), dokumen pendukung
yang tidak lengkap, serta kurang optimalnya
peran auditor internal dalam memastikan
kepatuhan terhadap prosedur (Inspektorat Papua,
2023).

Tabel 1. Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah
Daerah Provinsi Papua Tahun 2020-2023
Tahun Jumlah Pemda WTP WDP TMP

2020 29 12 15 2
2021 29 14 13 2
2022 29 15 12 2
2023 29 17 10 2

Sumber: BPK RI (2023)

Peran auditor, khususnya auditor internal
pada inspektorat daerah, menjadi sangat penting
dalam mendukung transparansi keuangan daerah.
Auditor tidak hanya bertugas memastikan
kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berperan
sebagai agen perubahan dalam meningkatkan
kualitas tata kelola keuangan daerah (Sari & Putri,
2021). Pemeriksaan terhadap Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional merupakan

Pemeriksaan SPJ Fungsional pada SKPD Kabupaten Nabire

salah satu instrumen utama dalam memastikan
bahwa setiap penggunaan anggaran dapat
dipertanggungjawabkan secara sah dan transparan
(Wardhana & Pratama, 2022). Namun, efektivitas
pemeriksaan SPJ masih menghadapi berbagai

kendala, seperti keterbatasan sumber daya
auditor, lemahnya pemanfaatan teknologi
informasi, serta rendahnya komitmen dari

organisasi perangkat daerah (OPD) (Rahmawati
& Arif, 2022; Susanto et al., 2023).

Penelitian ini menjadi penting karena
transparansi keuangan daerah tidak hanya
berkaitan dengan akuntabilitas publik, tetapi juga
berdampak pada efektivitas pembangunan daerah
dan kesejahteraan masyarakat (World Bank,
2023). Kabupaten Nabire, sebagai salah satu
daerah di Provinsi Papua, menghadapi tantangan
besar dalam hal pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel. Dengan fokus pada
peran auditor dalam pemeriksaan SPJ fungsional,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi praktis dalam perbaikan sistem
pengawasan  internal  serta = menawarkan
rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Berdasarkan latar belakang tersebut,
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana  peran  auditor  dalam
pemeriksaan SPJ fungsional pada SKPD di
Kabupaten Nabire?

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi
efektivitas pemeriksaan SPJ fungsional
dalam mewujudkan transparansi keuangan

daerah?
3. Bagaimana kontribusi pemeriksaan SPJ
fungsional terhadap peningkatan

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan daerah?

TINJAUAN LITERATUR
Transparansi  Keuangan
Akuntabilitas Publik
Transparansi keuangan daerah dipahami
sebagai keterbukaan informasi pengelolaan dana
publik agar mudah diakses dan dipahami
masyarakat, sekaligus menjadi sarana pencegahan

Daerah dan

penyalahgunaan anggaran (LPKN Training
Center, 2023). Transparansi yang baik
memperkuat akuntabilitas, meningkatkan

partisipasi publik, dan menurunkan risiko korupsi
(BPK Wanggar, 2024; Khikmah & Purwanto,
2022). Namun implementasinya kerap terkendala
kesiapan teknologi dan kapasitas sumber daya
manusia di pemerintah daerah (BPK Aceh, 2025).
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Peran Auditor dalam Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Daerah

Auditor—khususnya auditor internal pada
inspektorat—berperan  menilai kepatuhan,
meninjau kewajaran pelaporan, mengevaluasi
efektivitas ~ Sistem  Pengendalian  Intern
Pemerintah (SPIP), serta mendeteksi indikasi
kecurangan (Kementerian Keuangan RI, 2021).
Kolaborasi auditor internal—eksternal
(Inspektorat-BPK) memperkuat kualitas audit
dan tindak lanjut rekomendasi (Nugroho, 2022).
Audit publik yang efektif juga dikaitkan dengan
penurunan korupsi melalui peran lembaga
pemeriksa eksternal (BPK RI, 2020). Secara
empiris, peran audit internal berpengaruh pada
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
(Purnomo, 2021; Wulandari, 2023).

SPJ Fungsional sebagai Instrumen
Akuntabilitas
Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Fungsional adalah bukti pertanggungjawaban
penggunaan anggaran pada setiap SKPD yang
melaksanakan kegiatan tertentu, disampaikan
kepada Pengelola Keuangan Daerah/BUD untuk
verifikasi (Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, 2020). Pemeriksaan atas SPJ
Fungsional bertujuan memastikan transaksi sesuai
regulasi, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan
serta  mendorong  perbaikan  pengelolaan
(Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, 2024).
Temuan umum pada pemeriksaan meliputi
ketidaksesuaian perjalanan dinas, administrasi
barang yang tidak tertib, dan pembentukan tim
yang tidak sesuai ketentuan—menunjukkan area
risiko yang perlu pembenahan sistematis
(Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, 2024).

Digitalisasi Audit Pemerintah Daerah

Penerapan smart auditing dan sistem
pemeriksaan berbasis elektronik memungkinkan
akses real-time atas dokumen
pertanggungjawaban, mempercepat proses, dan
meningkatkan akurasi temuan (Bakti News,
2023). Inovasi ini sejalan dengan tuntutan
efisiensi dan transparansi, serta menjadi respon
terhadap keterbatasan SDM dan geografis di
banyak daerah (BPK Aceh, 2025; Bakti News,
2023).

Bukti Empiris Terkini
Sejumlah  studi
memperlihatkan  korelasi

253 |Page

pada  2020-2025
positif  antara

pengawasan/pemeriksaan fungsional,
pengendalian intern, dan audit internal dengan
akuntabilitas serta kualitas pelaporan keuangan
daerah. Safitri (2022) menemukan pengawasan
fungsional berpengaruh pada akuntabilitas publik;
Hafizhoh dan Misra (2023) menunjukkan peran
audit internal meningkatkan kualitas laporan
keuangan SKPD; Irianto et al. (2024)
menekankan penguatan peran auditor BPKP
dalam SPIP; Gudipung et al. (2022) membuktikan
pengendalian internal dan pengawasan keuangan
berpengaruh pada keandalan laporan; Musthafa
dan Adiputera (2023) serta Tobroni (2024)
mengonfirmasi pengaruh signifikan
audit/pengawasan terhadap kualitas laporan dan
kinerja pengelolaan.

Tabel 2. Ringkasan temuan empiris terkait
audit/pengawasan dan transparansi/akuntabilitas

Studi Konteks Fokus Temuan
Utama
Audit kinerja,
SPI, Pengawasan
Safitri  SKPD Kap, Pengawasan  fungsional —
(2022) Pemalang fungsional, akuntabilitas
pelaporan publik (positif
kinerja — signifikan)
akuntabilitas
Kompetensi Peran audit
Hafizhoh Kota Padan PPK, peran audit internal —
& Misra Panian € internal — kualitas
(2023) VA8 fualitas LK laporan
SKPD (positif)
Pelatihan &
Penguatan peran evaluasi —
Irianto et BPKP  auditor dalam peningkatan
al. (2024) peran dalam
SPIP .
transparansi &
akuntabilitas
. SPI & SPI &
Gudipung engawasan engawasan —
etal.  Kab. Sikka P& peng
(2022) keuangan — keandalan LK
keandalan LK (signifikan)
Akuntabilitas,
Musthafa SPI,
& Kota transparansi, Semua faktor
Adiputera Banjarmasin pengawasan — — signifikan
(2023) kualitas LK &
kinerja
Audit kinerja &
. Keduanya —
Tobroni Kota pengawasan 1
(2024)  Palembang fungsional — akuntabilitas
publik (positif)

akuntabilitas

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

Semua temuan di atas mempertegas peran
strategis audit/pengawasan—termasuk
pemeriksaan SPJ Fungsional—dalam
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membangun transparansi dan akuntabilitas
keuangan daerah.
Research Gap

Meskipun  banyak studi  menyoroti

pengaruh audit internal, pengawasan fungsional,
dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan
serta akuntabilitas, kajian yang fokus khusus pada
mekanisme pemeriksaan SPJ Fungsional di
konteks wilayah Papua, terutama Kabupaten
Nabire, masih terbatas. Keterbatasan adopsi
teknologi audit, variasi kapasitas auditor, dan
dinamika kesiapan dokumen SKPD
menghadirkan ruang kontribusi empiris dan
rekomendasi kebijakan yang kontekstual berbasis
praktik lapangan inspektorat daerah setempat
(Inspektorat Kabupaten Nabire, 2021-2025;
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain studi kasus yang
bertujuan untuk memahami secara mendalam
peran auditor dalam mewujudkan transparansi
keuangan daerah melalui pemeriksaan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Kabupaten Nabire. Pendekatan kualitatif dipilih
karena memungkinkan peneliti menggali
fenomena secara komprehensif berdasarkan
pengalaman, pandangan, dan interaksi informan
dalam konteks sosial yang nyata (Creswell &
Poth, 2018; Moleong, 2017). Desain studi kasus
dipandang sesuai karena fokus penelitian
diarahkan pada situasi spesifik di Inspektorat
Kabupaten Nabire, yang berfungsi sebagai unit
analisis utama (Yin, 2018).

Populasi penelitian mencakup seluruh
pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan SPJ
fungsional di SKPD Kabupaten Nabire, termasuk
auditor internal (Inspektorat), pejabat pengelola
keuangan SKPD, serta pejabat terkait yang
memahami proses pertanggungjawaban keuangan
daerah. Pemilihan sampel dilakukan dengan
teknik purposive sampling, yaitu pemilihan
informan secara sengaja berdasarkan kriteria
keterlibatan langsung dan relevansi terhadap
fokus penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim,
2016). Sebanyak lima informan kunci
diwawancarai secara mendalam, yang terdiri atas
auditor pelaksana, pejabat struktural inspektorat,
dan pejabat pengelola keuangan SKPD. Jumlah
ini dianggap memadai karena telah memenuhi

Pemeriksaan SPJ Fungsional pada SKPD Kabupaten Nabire

prinsip ketercukupan data (data saturation), di
mana informasi yang diperoleh telah
menunjukkan pengulangan tema dan tidak lagi
menghasilkan temuan baru (Guest, Namey, &
Chen, 2020).

Penelitian dilakukan di Kabupaten
Nabire, Provinsi Papua, dengan lokasi utama di
Kantor Inspektorat Kabupaten WNabire serta
beberapa SKPD yang menjadi objek pemeriksaan
SPJ fungsional. Kabupaten Nabire dipilih karena
merupakan salah satu daerah yang masih
menghadapi tantangan dalam transparansi dan
akuntabilitas keuangan daerah, sehingga sesuai
dengan tujuan penelitian ini. Waktu penelitian
berlangsung selama dua bulan, dimulai pada
Juni hingga Juli 2025, yang mencakup tahap
persiapan, pengumpulan data, dan verifikasi
temuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui tiga metode utama, yaitu wawancara
mendalam (in-depth interviews), observasi
partisipatif, dan analisis dokumentasi.
Wawancara mendalam dilakukan secara semi-
terstruktur  untuk menggali persepsi dan
pengalaman  informan  mengenai  proses
pemeriksaan ~ SPJ  fungsional. = Observasi
partisipatif dilakukan untuk memahami langsung
proses audit dan interaksi auditor dengan SKPD,
sedangkan analisis dokumentasi dilakukan
terhadap laporan hasil pemeriksaan, dokumen
SPJ, serta regulasi yang relevan (Miles,
Huberman, & Saldafia, 2014).

Analisis data dilakukan secara tematik
dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles
et al.,, 2014). Data hasil wawancara ditranskrip
secara verbatim, kemudian dilakukan proses
coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama
yang berkaitan dengan peran auditor, faktor yang
memengaruhi efektivitas pemeriksaan, serta
kontribusi pemeriksaan SPJ terhadap transparansi
keuangan daerah. Validitas data dijaga melalui
triangulasi sumber dan metode, member
checking kepada informan, serta audit trail
untuk memastikan keterlacakan proses penelitian
(Lincoln & Guba, 1985).

Pendekatan metodologis ini memberikan
gambaran mendalam tentang  bagaimana
pemeriksaan SPJ  fungsional berkontribusi
terhadap transparansi keuangan daerah, sekaligus
menghasilkan rekomendasi berbasis bukti untuk
perbaikan praktik audit internal di pemerintah
daerah, khususnya di Kabupaten Nabire.
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Kerangka Berpikir

Penelitian ini berlandaskan pada teori
pengawasan internal dan akuntabilitas publik
yang menekankan pentingnya peran auditor
dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah
yang transparan dan akuntabel (Kementerian
Keuangan RI, 2021; Khikmah & Purwanto,
2022). Auditor berfungsi tidak hanya sebagai
pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam
proses perbaikan sistem pengelolaan keuangan
publik melalui pemeriksaan yang sistematis dan
berkelanjutan (Purnomo, 2021; Nugroho, 2022).

Dalam konteks ini, pemeriksaan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional
diposisikan sebagai mekanisme kunci yang
menjembatani peran auditor dengan tercapainya
transparansi keuangan daerah. SPJ fungsional
tidak hanya menjadi bukti pertanggungjawaban
formal, tetapi juga sarana evaluasi dan
pencegahan penyimpangan anggaran (Direktorat
Jenderal  Perimbangan  Keuangan, 2020;
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, 2024).

Kerangka berpikir yang disajikan pada
Gambar 1 mengilustrasikan hubungan antara
Peran auditor dan akuntabilitas manajemen SKPD
diidentifikasi sebagai faktor utama yang dapat
memengaruhi  efektivitas pemeriksaan  SPJ
fungsional.  Selanjutnya, pemeriksaan SPJ
fungsional berperan sebagai variabel mediasi
yang menentukan keberhasilan pencapaian

transparansi  keuangan daerah. Model ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman
teoretis mengenai bagaimana mekanisme

pengawasan internal melalui SPJ fungsional dapat
memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan  keuangan pemerintah daerah,
khususnya di Kabupaten Nabire.

Akuntabilitas
Manajemen SKPD

Audit Internal
(Peran Auditor)

Mempengaruhi

Pemeriksaan SP]

Fungsional

Meningkatkan
Y

Transparansi
Keuangan Daerah

Sumber: Penulis (2025)
Gambar 1. Kerangka Pikir
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan lima informan
kunci yang dipilih secara purposive sesuai
keterlibatan mereka dalam pemeriksaan SPJ
fungsional pada SKPD di Kabupaten Nabire.
Karakteristik responden meliputi jabatan, latar
belakang pendidikan, dan pengalaman kerja,
sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden Penelitian

Latar Pengalaman
Kode .
Informan Jabatan Belakang Kerja
Pendidikan (Tahun)
Auditor S.Tr.IP
I Pelaksana (Administrasi 6
(Inspektorat) Publik)
Auditor
12 Pelaksana  S.E. (Ekonomi) 5
(Inspektorat)
PPUPD Ahli
13 Pertama S.H. (Hukum) 8
(Inspektorat)
Bendahara SM.
14 Pengeluaran (Manajemen) 10
(Inspektorat) J
15 Irban III S.STP 12

(Inspektorat) (Pemerintahan)
Sumber: Hasil wawancara (2025)

Karakteristik ini menunjukkan bahwa seluruh
informan memiliki kualifikasi dan pengalaman
yang relevan dengan pengelolaan keuangan
daerah serta pemeriksaan SPJ, yang memperkuat
kredibilitas data penelitian (Guest et al., 2020).

Hasil Wawancara

Hasil wawancara mendalam mengungkap
beberapa tema utama terkait peran auditor, faktor
pendukung/hambatan, dan kontribusi
pemeriksaan SPJ terhadap transparansi keuangan
daerah. Tabel 4 merangkum temuan kunci
wawancara yang mendukung analisis tematik
penelitian ini.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Wawancara

Tema Utama

Pernyataan Informan

Auditor memeriksa kesesuaian dokumen
SPJ dengan regulasi, melakukan verifikasi
lapangan, dan memberikan rekomendasi
perbaikan (11, 12, 13).

Kompetensi, pemahaman regulasi, dan
integritas merupakan faktor utama
efektivitas pemeriksaan (I3, I5).

Peran Auditor

Faktor Internal
Auditor
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Tema Utama Pernyataan Informan

Keterbukaan SKPD, dukungan pimpinan,

Eizi(etronral dan ketersediaan dokumen sangat
mempengaruhi proses audit (12, I4, I5).
.. Pemeriksaan SPJ meningkatkan
Kontribusi . L. . .
Pemeriksaan ketertiban administrasi, kualitas laporan
keuangan, dan akuntabilitas SKPD (14,
SPJ
15).
Keterbatasan SDM auditor, keterlambatan
Hambatan . .
Utama dokumen, dan perubahan regulasi menjadi

tantangan utama (11, 12, 13).
Sumber: Hasil wawancara (2025)

Pembahasan
Peran Auditor dalam Pemeriksaan SPJ
Fungsional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

auditor berperan penting dalam memastikan
kepatuhan SKPD terhadap regulasi keuangan
daerah.  Auditor melakukan  pemeriksaan
dokumen SPJ, verifikasi lapangan, dan
memberikan rekomendasi perbaikan, yang sejalan
dengan konsep pengawasan internal menurut
Arens et al. (2017) bahwa audit internal
merupakan mekanisme kontrol penting dalam tata
kelola sektor publik. Temuan ini mendukung hasil
penelitian Purnomo (2021) dan Nugroho (2022)
yang menyatakan bahwa audit internal
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas
Pemeriksaan

Efektivitas pemeriksaan SPJ dipengaruhi
oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal
mencakup kompetensi teknis, integritas, dan
pengalaman auditor. Faktor eksternal meliputi
dukungan pimpinan daerah, keterbukaan SKPD,
dan ketersediaan data. Temuan ini selaras dengan
teori efektivitas auditor yang menyebutkan bahwa
kualitas audit sangat ditentukan oleh kompetensi
auditor dan lingkungan organisasinya
(Mahmudah & Riyanto, 2016; Hafizhoh & Misra,
2023). Hambatan seperti keterbatasan SDM dan
keterlambatan dokumen menunjukkan perlunya
penguatan kapasitas auditor dan pemanfaatan
teknologi audit digital (Bakti News, 2023).

Kontribusi Pemeriksaan SPJ terhadap
Transparansi Keuangan
Pemeriksaan SPJ fungsional terbukti

berkontribusi dalam meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas keuangan daerah. Temuan ini
sejalan dengan penelitian Safitri (2022) dan
Gudipung et al. (2022) yang menunjukkan bahwa
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pengawasan fungsional dan sistem pengendalian
intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
publik. Auditor tidak hanya berperan sebagai
pengendali, tetapi juga sebagai fasilitator
pembenahan  administrasi ~ SKPD,  yang
berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan
jangka panjang.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menjawab rumusan
masalah yang diajukan, yakni: (1) auditor
memiliki peran strategis dalam pemeriksaan SPJ
fungsional;  (2)  efektivitas  pemeriksaan
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal; (3)
pemeriksaan SPJ  berkontribusi  signifikan
terhadap transparansi keuangan daerah. Implikasi
praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan
kapasitas auditor melalui pelatihan berkelanjutan,
implementasi audit berbasis digital untuk
efisiensi, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Implikasi teoretisnya, penelitian ini menegaskan
bahwa mekanisme pemeriksaan SPJ dapat
dipandang sebagai instrumen mediasi penting
dalam kerangka tata kelola keuangan daerah
berbasis good governance (World Bank, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran
auditor dalam pemeriksaan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional pada
SKPD di Kabupaten Nabire sangat signifikan
dalam mewujudkan transparansi keuangan
daerah. Auditor tidak hanya berfungsi sebagai
pengawas kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga
sebagai agen perubahan melalui pemberian
rekomendasi perbaikan dan pembinaan teknis.
Efektivitas pemeriksaan dipengaruhi oleh faktor
internal, seperti kompetensi, integritas, dan
pengalaman auditor, serta faktor eksternal, berupa
dukungan pimpinan daerah, keterbukaan SKPD,
dan ketersediaan dokumen. Pemeriksaan SPJ
fungsional  berkontribusi  nyata  terhadap
peningkatan  kualitas  laporan  keuangan,
akuntabilitas, dan budaya transparansi di
lingkungan pemerintah daerah. Hasil ini
menegaskan pentingnya pemeriksaan SPJ sebagai
instrumen pengawasan internal yang mendukung
terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance).

Saran
1. Bagi Inspektorat Kabupaten Nabire,
perlu dilakukan peningkatan kapasitas
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auditor melalui pelatihan teknis,
sertifikasi profesional, dan pemanfaatan
teknologi audit berbasis digital untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pemeriksaan.
2. Bagi SKPD di Kabupaten Nabire,
disarankan untuk meningkatkan

pemahaman dan kepatuhan terhadap
regulasi keuangan, menyiapkan dokumen
pertanggungjawaban secara lengkap dan
tepat waktu, serta bersikap kooperatif
dalam setiap proses audit.

3. Bagi Pemerintah Daerah, diperlukan
penguatan kelembagaan Inspektorat,
baik dari sisi sumber daya manusia,
pendanaan, maupun infrastruktur
pendukung audit, serta penyusunan
kebijakan pengawasan internal yang lebih
sistematis.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan
untuk mengembangkan penelitian dengan

pendekatan  kuantitatif —atau  studi
komparatif = antar daerah guna
memperkaya pemahaman tentang

efektivitas pemeriksaan SPJ fungsional
dalam berbagai konteks pemerintahan
daerah.
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